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BAB  IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Pembahasan terhadap hasil penelitian tentang perlindungan konsumen 

dalam perjanjian jual beli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana di 

Kotamadya Padang, akhirnya sampai pada kesimpulan dan saran sebagai berikut:  

6.1 Kesimpulan 

1. Perjanjian jual beli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang 

dilakukan antara pengembang dan konsumen adalah perjanjian tertulis 

dalam bentuk akta jual beli. Di dalam perjanjian yang dibuat tersebut tidak 

ada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Perjanjian jual beli 

yang dibuat tersebut lebih mengutamakan kepentingan pengembang dan 

meletakkan tanggung jawab yang besar kepada konsumen. Konsumen 

tidak menerima ganti rugi atau konsekwensi apapun jika pengembang 

melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan perjanjian yang dibuat 

merupakan perjanjian standar/baku, di mana isi dari perjanjian tersebut 

telah disiapkan oleh pihak pengembang dan konsumen terpaksa 

menerimanya. 

2. Pelaksanaan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli rumah 

sederhana dan rumah sangat sederhana di Sumatera Barat belum berjalan 

sebagaiman yang diatur oleh Unang-undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlinungan Konsumen, di mana hak dan kewajiban para pihaknya tidak 

seimbang, di mana lebih banyak kewajiban konsumen dibandingkan 

haknya 

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan 

konsumen ini adalah kurangnya kesadaran hukum baik dari konsumen 

maupun pengembang dan juga kurang memadainya peraturan perundang-

undangan di bidang perumahan. Penyelesaian atau jalan keluarnya adalah 

meningkatkan kesadaran hukum para pihak dengan memberikan 

pendidikan, penyuluhan dan pengawasan dari lembaga-lembaga terkait 

dan pemerintah. 
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6.2 Saran 

1. Perjanjian jual beli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana 

diwajibkan dibuat dalam bentuk tertulis karena lebih memberikan 

kekuatan hukum terutama dalam pembuktian apabila terjadi perselisihan di 

antara para pihak, walaupun pada asasnya perjanjian itu bila dibuat secara 

lisan maupun tulisan. 

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 merupakan 

suatu peraturan yang mengatur secara umum atau untuk keseluruhan 

permasalahan mengenai konsumen dan pelaku usaha. Sebaiknya dibuat 

suatu peraturan atau undang-undang tersendiri yang mengatur tentang 

perlindungan hukum bagi konsumen perumahan, karena masalah 

konsumen perumahan sering dirugikan dan konsumen selalu menjadi 

pihak yang tidak bisa berbuat apa-apa. 

3. Meningkatkan sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 

tahun 1999, terutama memberi pengetahuan yang cukup kepada 

masyarakat agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai 

konsumen. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya konsumen dapat 

melakukan pilihan yang tepat terutama apabila terjadi 

perselisihan/sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen 

dapat menentukan sikapnya sesuai dengan apa yang dikehendaki atau 

menjadi tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

4. Instansi pemerintah di daerah yang terkait dengan pembangunan 

perumahan lebih meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan tentang 

perumahan kepada pengembang-pengembang sehingga pengembang 

mengetahui hak dan kewajibannya selaku pengembang. 
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